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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi dibidang kehidupan seiring dengan tuntunan perkembangan
jaman, membawa masyarakat menuju pada suatu tatanan kehidupan dan
gaya hidup yang serba mudah dan praktis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu peradaban yang
modern. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan
perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Namun sejalan dengan kemajuan
yang telah dicapai bersamaan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan
teknologi, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat disangkal.
Sebagaimana dialami negara-negara yang sedang berkembang maupun
negara yang maju sekalipun, setiap pencapaian dibidang ekonomi, ilmu
pengetahuan dan teknologi selalu saja diikuti dengan kecenderungan dan
peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru dibidang ekonomi dan
sosial. Paradigma dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa
pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah,
yaitu bahwa suatu kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan

kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.



Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, khususnya menyangkut
masalah sosial, adalah luas sekali dan semakin tinggi tingkat peradaban
suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang
dalam bangsa tersebut. Apabila ilmu pengetahuan terus berkembang tanpa
diimbangi semangat kemanusian, maka akan berakibat pada akses-akses
yang negatif. Akses-akses negatif dari suatu kemajuan ilmu pengetahuan
yang baru disalah gunakan, dimana perwujudan perbuatan itu merupakan
salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang menimbulkan gangguam
ketentraman, ketengan, bahkan seringkali mendatangkan kerugian baik
materil maupun inmaterial yang cukup besar bagi masyarakat, bahkan
kehidupan negara.

Dari berbagai macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam
masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini
banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam
bentuk dan perkembangannnya yang menunjuk pada semakin tingginya
tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan
adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung unsur keadaan
ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak
dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan

dengan yang sebenarnya.' Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, dikenal

' Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 3.



beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antaralain sumpah palsu, pemalsuan
uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat.

Dalam perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana
pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat ~mengalami
perkembangan yang begitu kompleks. Karena jika melihat objek yang
dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi
yang sangat luas. Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu
berhubungan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Tentang tindak
pidana pemalsuan surat ini Wirjono Projodikoro mengatakan, tindak
pidana ini oleh pasal 263 ayat 1 KUHP dinamakan (kualifikasi)
“pemalsuan surat (valsheid in geschriften)”. Dengan kualifikasi pada macam
surat. Pertama, surat yang dapat menerbitkan suatu hak,suatu perikatan atau
pembebasan hutang. Kedua, surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu
kejadian.” Pasal 263 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa:

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat
menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh oranglain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan
tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan
kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam

tahun’’?

Pasal 263 ayat 1 KUHP di atas mengandung unsur-unsur perbuatan
pidana sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif

*Yudi Wiyono, Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan
ljazah, dalam www.indoskripsi.com. diakses pada tanggal 30 April 2016.
* Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 96.



http://www.indoskripsi.com/

a. Perbuatan:

1) Membuat palsu;

2) Memalsu.
b. Objeknya yakni surat:

1) yang dapat menimbulkan suatu hak;

2) yang menimbulkan suatu perikatan;

3) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan

4) yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal.

5) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pamakaian surat

tersebut.
2. Unsur subjektif

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai
seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.®

Pemalsuan surat merupakan kejahatan yang berhubungan dengan
kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan surat
berpotensi untuk menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan manusia.
Maka, disinilah hukum Islam harus berperan untuk mencegahnya, yaitu
dalam Figh jinayah.

Figh jinayah adalah hukum yang membahas tentang aturan berbagai
kejahatan dan kronologisnya, membahas tentang pelaku kejahatan dan
perbuatannya. Dalam figh jinayah dibicarakan pula upaya preventif,

rehabilitatif, edukatif serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi

*Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 98-99.



kejahatan disertai dengan teori-teori tentang hukuman. Kejahatan atau

tindak pidana dalam figh jinayah disebut sebagai jarimah. Dari segi

bahasa jarimah merupakan kata jadian (masdar) dengan asal kata jarama
yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan
salah.

Dalam figh jinayah istilah tindak pidana dapat disejajarkan dengan
Jarimah yaitu segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh
Allah dan diancam dengan hukuman baik Aadd ataupun ta‘zr, larangan-
larangan tersebut ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang,
maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.’

Suatu perbuatan dikatakan jarimah apabila perbuatan tersebut
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya nash yang melarang perbuatan tertentu yang disertai
ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini
dikenal dengan nama unsur formil (a/-rukn al-syar7).

b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa
melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan
yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan nama unsur materil (a/-

rukn al-maddk).

*Juhaya S. Praja dan Ahmad Sihabuddin, Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,
(Bandung: Angkasa, tt), 77.



c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima &khitab atau
dapat memahami tak/if artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf.
Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (al-rukn al-adabr).’
Konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah larangan, karena

setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ Larangan ini timbul
karena perbuatan-perbuatan tersebut mengancam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, dengan adanya suatu larangan, maka keberadaan dan

kelangsungan hidup masyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara.

Larangan untuk sesuatu dapat dipertahankan bila disertai kronologis

(hukuman).

Kronologis atau hukuman dalam Islam dapat dikelompokan
dalam beberapa jenis diantaranya:

1. Hukuman ditinjau dari segi ada tidaknya nash dalam A/-Quréan dan
Hadis, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:

a. Hukuman yang ada nash-nya, yaitu hadd, gisas, diyat dan kafarah.

b. Hukuman yang tidak ada nash-nya, hukuman ini disebut hukuman
ta‘zr.

2. Hukuman ditinjau dari kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman,
maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:

a. Hukuman yang memiliki batasan tertentu, dimana hakim dapat

mengurangi dan menambah batas tersebut, seperti hukuman Aadd.

SA. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesiakan Masalah-
Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), 138.



c. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas
terendah, maka hakim dapat menghukum yang paling adil dijatuhkan
kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam
dengan ta‘zr.

3. Hukuman ditinjau dari sasaran hukuman, maka hukuman dapat dibagi
menjadi empat:

a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan
manusia, seperti jilid.

b. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, yaitu hukuman mati.

c. Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia, seperti
hukuman penjara dan pengasingan.

d. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan pada harta seperti
diyat, denda dan perampasan.

Dalam figh jinayah, jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam
dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para
ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat ringannya hukuman
serta ditegaskan atau tidaknya oleh A/-Quran dan Hadis. Atas dasar itu
maka para ulama membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

1. Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan
ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman hadd (hak
Allah).

2. Jarimah qisas/diyat yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman

gisas atau diyat. Baik hukuman g¢isas maupun diyat merupakan



hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah
atau tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (sikorban dan walinya),
ini berbeda dengan hukuman Aadd yang menjadi hak Allah semata.

3. Jarimah ta‘zir yaitu setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai
hukuman hadd atau kafarat dan tidak ditentukan kronologisnya oleh
Al-Qur’an dan Hadis. Jarimah ta‘zir terbagi dalam tiga bagian, yaitu
sebagai berikut:

a. Jarimah hudud atau gisas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi
syarat, namun sudah merupakan maksiat.

b. Jarimah-jarimah yang sudah ditentukan A/-Qur@n dan Hadis namun
tidak ditentukan kronologisnya.

c. Jarimah-jarimah yang sudah ditentukan w/il amri untuk kemaslahatan
umum. Dalam hal ini nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan
penentuan kemaslahatan umum.

Hukuman-hukuman fa%Zr banyak jumlahnya, yang dimulai dari
hukuman paling ringan sampai berat. Hakim diberi wewenang untuk
memilih hukuman-hukuman tersebut, yaitu yang sesuai dengan keadaan
jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman ¢a zir antara lain:’

1. Hukuman mati;

2. Hukuman jilid;

3. Hukuman kawalan (penjara kurungan);

4. Hukuman salib;

’A. Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 30.



5. Hukuman ancaman (?ahdid), teguran (tanbih) dan peringatan (a/-
Wa’dhu);

6. Hukuman pengucilan (A/-hajru), dan

7. Hukuman denda (A/-Gharamah).

Peristiwa Pemalsuan akte nikah terjadi di Desa Betek Kecamatan
Mojoagung Kabupaten Jombang. Hal tersebut terjadi karena bertujuan untuk
mengelabuhi warga sekitar untuk izin tinggal bersama dengan menggunakan
akta asli kepemilikan suami dan istrinya, akan tetapi identitas berupa foto
dan nama diganti dengan identitas istri simpanannya untuk memalsukan akta
tersebut.

Dalam KUHP Pasal 266 pelaku dikenakan hukuman tujuh tahun penjara,
sedangkan dalam ketentuan jarimah ta‘zir kedua pelaku tersebut dihukum
cambuk. Namun pada realita peristiwa tersebut, pelaku bebas dari kronologis
hukum positif dan bebas dari kronologis hukum Islam.

Atas permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dalam penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul “Analisis Hukum
Pidana Islam Terhadap Kronologis Pemalsuan Akta Nikah Menurut Pasal
266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus di Desa Betek Kec.

Mojoagung Kab. Jombang)”.

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, masalah

dapat diidentifikasi sebagai berikut :
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1. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak di desa tersebut, maka
tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas

2. Dari segi pendataan penduduk, pemerintah desa masih belum optimal.
Sehingga banyak pasangan suami istri yang itu belum terdata dengan
baik.

3. Dari segi kronologisnya, baik kronologis dari hukum positif maupun
hukum Islam dan kronologis kurang memberikan dampak jera kepada

pelaku.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan diatas, agar penelitian
terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis maka
penulis memberi batasan permasalahan pada; kronologis yang diberikan
terhadap pelaku pemalsuan akta nikah yang itu melihat dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 266 dan bagaimana tinjauan dari

hukum pidana Islam itu sendiri.

D. Rumusan Masalah
Dari batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat
dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana kronologis pemalsuan akta nikah di Desa Betek Kecamatan

Mojoagung Kabupaten Jombang ?
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2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap Kronologis pemalsuan
akta nikah menurut pasal 266 kitab undang-undang hukum pidana di Desa

Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ?

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kronologis dan kronologis tindak pidana
pemalsuan akta otentik berupa akta nikah di Desa Betek Kecamatan
Mojoagung Kabupaten Jombang.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap
kronologis pemalsuan akta nikah menurut pasal 266 kitab undang-undang
hukum pidana di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten

Jombang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis bagi penulis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat
memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam dan bagi
pembaca diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat dan
dapat digunakan sebagai acuan/pembanding dalam pembuatan skripsi

berikutnya.
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2. Secara praktis penelitian ini nanti diharapkan bagi masyarakat agar
mengetahui bagaimana unsur dan kronologis tindak pidana pemalsuan
akta otentik berupa akta nikah di Desa Betek Kecamatan Mojoagung

Kabupaten Jombang.

Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang
sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu
pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Diantara penelitian yang
sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut.

Skripsi Salamul Huda yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam
Terhadap Kronologis Hukum Tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul
Pernikahan Menurut Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Skripsi ini membahas tentang kronologis terhadap asal usul
pernikahan yang memuat kejahatan sesuai dengan pasal 279 diancam pidana
penajara 5 tahun melakukan pernikahan mengetahui adanya penghalang yang
sah dan 7 tahun melakukan pernikahan menyembunyikan penghalang yang
sah. Kedua, penulis menyatakan bahwa melakukan pernikahan tanpa ijin istri
pertama merupakan tindak pidana dengan metode yang mengakibatkan
mendapatkan hukuman fa‘zir bahwa dalam analisis pidana Islam ini

merupakan jarimah yang menyinggung hak perorangan (individu). Sanksi
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ta‘zir yang diberikan dalam pelaku tindak pidana tersebut ialah penjara yang
ditentukan oleh penguasa yang disebut hukuman ta ‘zir .*

Skripsi Muhamad Muslih yang berjudul “Pemalsuan Identitas Sebagai
Penyebab Pembatalan Pernikahan”. Skripsi ini membahas tentang akibat
hukum dari pemalsuan identitas dalam akta nikah yang akibat nya yaitu
pembatalan pernikahan. Kasus yang diangkat dalam skripsi ini adalah
penyebab terjadinya masalah pernikahan yang terburu-buru tanpa memenuhi
syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Surat izin kawin yang dimiliki
oleh calon suami yang berstatus ABRI/POLRI sudah kadaluarsa dan tidak
diperbaharui lagi, sehingga status suami dalam akta nikahnya adalah sebagai
orang biasa dan bukan POLRI. Selain itu latar belakang terjadinya
pemalsuan identitas itu karena hamil di luar nikah yang kemudian ada
paksaan dari pihak keluarga untuk melaksanakan pernikahan. Penghulu yang
membuat akta nikah kedua mengajukan pembatalan pernikahan kepada
Majelis Hakim karena itu terancam hukuman pidana’. Dalam hal ini
perbedaan penelitian dahulu dengan membahas tentang hukum dari
pemalsuan identitas dalam akta nikah sedangkan penulis saat ini membahas
tentang analisis hukum pidana Islam terhadap kronologis pemalsuan akta

nikah.

$Salamul Huda, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoan Pasar Tradisional
Runggut Menunggal Surabaya”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2006).
*Muhamad Muslih, Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Pernikahan” (Skripsi--
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).
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Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu

sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam

penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan

tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap

Kronologis Pemalsuan Akta Nikah Menurut Pasal 266 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (Studi Kasus di Desa Betek Kec. Mojoagung Kab.

Jombang)

Dan agar tidak terjadi kesalapahaman di dalam memahami judul skripsi

ini, maka perlu kiranya penulis uraiakan tentang pengertian judul tersebut

sebagai berikut :

Hukum Pidana Islam

Kronologis

Segala ketentuan hukum mengenai
tindak pidana atau perbuatan kriminal
yang dilakukan oleh orang-orang
mukallat (subyek hukum) sebagai hasil
dari suatu pemahaman dalil-dalil hukum
yang terperinci dari Al-Qur’an dan
Hadist dan pendapat ulama figih."® Yang
menjelaskan terhadap kronologis jarimah
ta‘zir.

Suatu urutan rangkaian peristiwa yang

" Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 06.
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terjadi yang berisi penjelasan dari
kejadian dalam urutan waktu kejadian
dimana hal itu terjadi."

Pemalsuan :  Kejahatan yang di dalamnya
mengandung sistem ketidak benaran
atau palsu atas suatu hal (objek) yang
sesuatunya itu nampak dari luar seolah-
olah benar adanya, padahal
sesungguhnya bertentangan dengan yang
sebenarnya.'

Akta Nikah : Surat yang diperbuat demikian oleh
atau dihadapan pegawai yang berwenang
untuk membuatnya menjadi bukti yang
cukup bagi kedua belah pihak dan ahli
warisnya maupun berkaitan dengan
pihak lainnya sebagai hubungan hukum,
tentang segala hal yang disebut di dalam
surat  itu  sebagai  pemberitahuan
hubungan langsung dengan perhal pada

akta itu.”

""W.J.S Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka.
2003), 55.

"Wirjoyo Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Refika

Aditama, 2008), 56.

" Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84
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Kitab Undang-Undang : Peraturan perundang-undangan yang

Hukum Pidana mengatur mengenai perbuatan pidana
secara materil di Indonesia."*

Dari definisi diatas, penulis fokus pembahasan mengenai analisis hukum

pidana Islam terhadap penerapan kronologis pemalsuan akta nikah menurut

asal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat di Desa Betek

Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum
tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian
dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu
adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.
Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan
adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan
pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang
telah ada."
1. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan sebagai berikut:

"“Definisi/Pengertian KUHP, “Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dalam
http://edukasippkn.com/2015/10/definisi-pengertian-kuhp-kitab-undang.html?m=1. Diakses pada
07 Mei 2016.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Penerbit Alfabeta,
2010), 3.
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a. Data yang terdapat dalam pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum
Pidana.
b. Data yang terdapat pada hukum pidana Islam dalam figh jinayah.
2. Sumber Data
Sebagaimana lazimnya penelitian hukum di masyarakat (sosio-legal
research), penelitian ini membutuhkan data baik data primer yang berasal
dari informan, maupun data sekunder yang berasal dari “bahan hukum”.
Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan
pemalsuan akta nikah. Oleh karena itu, informan penelitian ini terdiri atas
orang-orang yang melaksanakan aturan kebijakan tersebut, dalam hal ini
yaitu Kepala Kepolisian Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang,
dengan Kepala Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang,
serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoagung
Kabupaten Jombang.
Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan wutama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka
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peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang
ditetapkan.'®
a. Studi Dokumenter
Penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan
dengan studi dokumentasi, khususnya peraturan perundang-
undangan, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).
b. Wawancara
Dalam hal ini dilakukan survai dan wawancara dengan metode
depth interview atau wawancara mendalam untuk mengumpulkan
data yang Dberkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.'’
Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan petunjuk
wawancara (guided interview) sebagai petunjuk atau pedoman
dalam melakukan wawancara. Wawancara dilakukan Kepala
Kepolisian Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan
Kepala Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang,
serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoagung

Kabupaten Jombang.

'“Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 224.
"Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Cetakan keempat, (Jakarta: Kencana, 2014), 45.
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4. Teknik Analisis Data
Secara umum penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu
mendeskripsikan bagaimana bentuk kejadian dengan kacamata hukum,
menganalisis setiap fakta yang dikemukakan dan fakta yang ditemukan
dibandingkan dengan data yang diperoleh. Namun demikian, tidak
tertutup kemungkinan dalam beberapa bagian penelitian ini juga bisa
bersifat eksploratif terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi
kejadian tersebut.
Dengan demikian, penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori.
Teori hukum yang ada dan dibantu dengan teori sosial yang relevan
dijadikan sebagai bekal untuk menggambarkan dan menjelaskan kejadian
tersebut, kemudian berupaya menemukan pola dan alternatif terbaik yang
dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menerbitkan setiap kebijakan
yang terkait dengan kejadian tersebut. Sehingga diharapkan pola yang
ditawarkan diharapkan mampu memberikan solusi bagi pihak-pihak yang
terkait.
Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif
tentang hal-hal yang peneliti tulis dalam skripsi ini yang secara garis besar
terdiri dari lima bab.
Bab satu diuraikan tentang permasalahan secara umum yang meliputi

latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
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penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang teori jarimah ta‘zir dan teori pemalsuan
akta nikah.

Bab tiga membahas tentang setting lokasi dan data yang akan
memaparkan tentang lokasi penelitian, yang meliputi sejarah geografisnya.
Hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Kecamatan Mojoagung
Kabupaten Jombang, dengan Kepala Desa Betek Kecamatan Mojoagung
Kabupaten Jombang, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Mojoagung Kabupaten Jombang.

Bab empat membahas tentang hasil dan pembahasan yang akan
mengemukakan tentang bagaimana kronologis pelaku pemalsuan akta nikah
dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap kronologis pemalsuan
akta nikah menurut pasal 266 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Bab lima berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya
memberikan saran yang ditujukan untuk perbaikan perbaikan kondisi

penulisan yang akan datang.



